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TENTANCG

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAL NON PNS

DI RUMAH SAKIT UMUM DAFRRAH

DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBUNDGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONIDK),

bahwa dengan ditetapkannya badan layanan uman doerab berstatus
peouh pada Rumah Sakit Umum Daerah dokier Abdcer Rahem
Kabupaten Situbondo, maka diberikan kewenangan untuk melakykan
pengelolaan secara internal untuk hyjuan pemberian layanan amum
yang lebih efekiif dan efisien;

bahwa agar pengelolaan sumber daya manusia pada Ruman Sakik
Umum Dacrah dokter Abdoer Rahem dapat herorientasi pada
pemenuhan yang secara kuantitatif dan kualitatif dapat mendukung
pencapaian tujuan orgenisasi secara efisien, efeltif dan produktif,
periu diberikan pedoman;

hahwa s maksud sebagaimans terschut buruf a dan b konsoderan
ini, perln mengatur tentzang pengangkatan pegawai non PNS di Rumah
Sakit Umum Daerah dokter Abdoer Rahem Kabupaten Silubondo yang
pclaksanaannya ditetapkan dengan Peraruran Bupati.

Undang L indang Nomor 32 Tabun 2004 tentany Penwrinlahan Daerah
{Temboran Neparn Republik [ndonesia Tabun 2004 Nomor 125,
Tambphan [embaran Negera Republik Indonesia Nomor 4437)
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undanpg Nomor 12 Tahun
2008 iwcntang Perubaban Keduwa Ates Vndang-Iimdang Nomor 32
Tahun 2{X4 tentang Pemenntahan Deerah {Lemboran MNegarn
Republik Indonesiza Tahunm 2008 Nomor 59, Tamialan Lembaran
Negara BEepublik Indonesia Nomor 4R844);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Tembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesiz Nomor 50F72);
Peraturan Pemerintafi Nomeor 58 Tahun 005 tentang Pengelolaan
Kecuangan Dacrah (Lembarmn Megara Kepublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



Menetapkan

) |

Peraturen Pemerinth Nomor 79 Tahun 2005 temang Fembinpan dan
Pengawasan atas Pemyclenpparsan Pemerintah Daerah {Lembaran
Megara Republik Induncsia Tahun 2045 Nomtor 163, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 };

Peraboan Pemerimtah Nomor 8 Tahun 2006 lenlasp Pcfaporan
Keuangan dan Kiperja [nstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tuhun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Petaturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 teptemg  [apoman
Peoyelengparaan Pemerintahan Dasrsh kepada DPRD, dan Informss:
Laporan Penyelenggaresn Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indopesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Wepara Republik Indonesia Nomor 4693},
Peraturan Pemerintzh Momor 38 Tabun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerimtahan antara Pemenintah, Pemermiabom  Dasrah
Propinsi, dan Pemctintahsn Daerah Kabupaten/Eola {Lembaran
MNepara Republik Indonesia Tahuo 2007 Nomor 82, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Persturan Pemerintah Nomor 61 Talun 2007 teniang Pedoman Telmis
Pengelolaan Kewangan Badan Leyanan Umnum Deerak (Lembaran
Megara Republik [ndonesia Tabun 2007 Nomor . Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomwor }

Veraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomaor 02 Tahun 20048 tentang
Urusan Pemerintah Dacrah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerab
Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REMUNERASI M
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM
EABUPATEN SITUBONEX).

BARI
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dialam Peraturan Bupati ini yang dimaicsad dengan -

2
2.

-
T

Bupali adalah Bupati Situbondo.

Rumab Sakit Umum Daerah Tokier Ahdoer Rahem adalah Rumah
Sakit Umuam Daeerah Dolder Ahdoer Rahers Kahupaten Situbonda.
Badan Layanan Umum Dacrab yang selanjutnya disinpkat BLUD
adalsh Saiven Kerja Perangks Daerah sse Unit Kerja pada Saluan
Kega Perangkat Doaemah di hngkongan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyvedisan barang dan/atau jasa yang dijpal tanpa mengsiamakan
mencar keunhmpgan, din dalam melakukan kegigtannys didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pegawsi adalah Pepawai vang lerdapat pada Ruwmah 5Sakit Umum
Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo, baik Pegawai
yvang mempakan PNS maupun Pegawai yang berasal dani Nan PMNA.
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(1)

(2}

t

Pegawal PNS adalah Pegawai Neger Sipil berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telab diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 19499,

Pepawali Non PNS adolah Pegawai yanpg diangkat oleh Pimpinan
Rumah Sakit Umum BPacrab dolger Abdesr Fabem Kabupsicn
Situbondn berdasarkan perjanjian ferja puna membemiu melaksanakan
tugas-tugas pads Rumah Sakil Umuem Daersh dokter Abdoer Ruben,
dan diberikan penghasilan.

Romuncrasi adalah imhalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjenpan
lelap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau
Peiabat Penpelola adalah Pejabat Pengelola Rumah Sakit Hmum
Daeral: Dokicr Abdoer Rahem Kabnpaten Situbondo.

Pimpinan adalah Pimpinan Ruamab Sakit Umem Dacrah Dokter
Abdoer Rahemn Kabupaten Siinbonde.

Newsn Penpgawas adaluh Dewan Pengowas Rumah Sakit Umum
Daerah Dokter Abdoer Rahem Rabupaten Situbondo.

BAR I

KEWENAMNGAN
Paxal 2

Bupati mcngangkat Pojabat Pongclola, Dewan FPengawas, Sckretaris
Drewan Pengawas yang berasal dari Non PNS.

Punpenan mengangkat Pegawai pada Rumah Sskit Thmum Decrah
doktcr Abdocr Rathem vang berasal dari Won PINS.
BAR TIT
FERSYARATAN PENGANGKATAN
Pasal 3

Syarat yang harus dipcnuhi untuk dapat diangkat menjadi Pcjabat Pengelola,
Pewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawal yang berasal
dari Non PNY adalzh :

A.
h.

Warga Neparm [ndonesta;

Tidek pernah dihukom penjara alac kirenpe hendacrkon putisan
pengadilan  yang sudah mempunyal kekuatan hukum tetap karena
metakukan sunty tindak pidana kejabatan;

Tidak pernah diberhentikan dengan honmst fidak atss permintzan
sendici atan tidak dengan hormal sebagai Pegawai Megeri Sipil an
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta:
Mempunyai pendidikan, kecokapan, keahlian, dan ketrampilan yang
diperinkan;

Nerkelnkuan baik;

Schat jasmani dan robani;

Tidak berkoedudukan sebayad Penpurus Murtas Politik tertentw



Pasal 4

Pengengkatan Pepawai Non PNS schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat
(2}, ditakukan dengan Yerjaniim Kera yang serang-kurangnya memua -
a.  pare pthak yang terkait;
b hak dap kewajiban para pikak:

MEMUTETAST;

d. persyaralan lsan yang dianggap perlo

BAB IV
REMUNERAS]
Pasal 5

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Sekreetaris Dowan Pongawas
dapat dibcrikan remuncrasi yang jenis dan besarannya ditetapkan oleb
Rupati.

(Zy Pegawal Non TNS dapal diberikan remunerasi yang jenis dan
besaramnyu diletzpkan oleh Pimpinan.

Tasal
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapai mepgeluhwinys, memerntahkan pengundanpan
Peraturan  Bupali i dengan  penempaianoya dalam Berita  Dacrah
Kabiupaten Situbondo.

[hitetapkan di Siubondg

Diundangkan di Situbondo s _—
pada tanggal 9 o 17 i U ¥R pzRaa | PARAE
Pt SEKRETARIS DAERAH e “l—"‘"
KABUPATEN SETUBONDG N X RN S
.
Bir. Mure .
. Fiigten ¥ o
Pembina Utama Muda P Gekda

NIP, 19570104 198303 1010

BERITA BAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 22



